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ABSTRACT 

 

 This research was conducted at the Regional Work Units Bandung regency. The phenomenon that occurs 
is the lack of accountability of financial management and budget use leftover which reach half a trillion rupiah show 
that does not have the careful planning in managing their budgets. 
 The purpose of this study was to determine how much influence the financial management and 
performance-based budgets of local government performance. The method used in this research is descriptive and 
verfikatif method with quantitative approach. The population in this study was 28 SKPD in Bandung regency with 
respondents Subdivision Budget Planning. Sampling was done by using the withdrawal of non-probability sampling 
is by using saturated sampling. Data collected through questionnaires. The resulting data were analyzed using 
SEM analysis tools with PLS approach, calculators using SEM-PLS 2.0 program. 
 The results showed that the area of financial management have a significant effect on the performance of 
local government in Bandung regency SKPD and performance-based budgeting significant effect on the 
performance of local government in SKPD Bandung regency. 
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I. Pendahuluan 
1.1 Latar Belakang 
 Indonesia telah memasuki masa pemulihan akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Seluruh pihak 
termasuk pemerintah sendiri mencoba mengatasi hal ini dengan melakukan refor masi disegala bidang. Salah satu 
usaha memulihkan kondisi ekonomi, sosial dan politik adalah dengan mengembalikan kepercayaan rakyat kepada 
pemerintah dengan mencoba mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau dikenal dengan 
istilah Good Governance. Kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan sendirinya 
dipenuhi dengan menyampaikan informasi yang relevan sehubungan dengan hasil dari program yang 
dilaksanakan kepada wakil rakyat dan juga kelompok masyarakat yang memang ingin menilai kinerja pemerintah. 
(Mei Anjarwati, 2012) 
 Kinerja pemerintah daerah selama ini masih rendah. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya kinerja 
pemerintah daerah tersebut rendah, diantaranya karena sistem pengelolaan keuangan daerah yang masih lemah 
dimulai dari proses perencanaan dan penganggaran APBD, pelaksanaan/penatausahaan APBD, pertanggung 
jawaban yang berupa pelaporan hasil pelaksanaan APBD serta pengawasan. Dalam proses penganggaran, 
pemerintah daerah selalu mengalami keterlambatan didalam pengesahan perda APBD. Keterlambatan ini 
menyebabkan banyak program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan untuk tahun anggaran berjalan 
sehingga terjadi keterlambatan pembangunan daerah. (Nurhalimah, Darwanis, Syukriy Abdulla, 2013) 
 Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 
kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam 
rumusan skema strategis suatu organisasi.Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi 
yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Ukuran kinerja suatu organisasi sangat penting, guna 
evaluasi dan perencanaan masa depan. Beberapa jenis informasi yang digunakan dalam pengawasan disiapkan 



2 
 

dalam rangka menjamin bahwa pekerjaan yang dilakukan telah dilakukan secara efektif dan efisien. Dengan 
demikian mengukur kinerja tidak hanya informasi finansial tetapi juga informasi nonfinansial. (Indra Bastian, 2010) 
 Peran penting anggaran dalam perencanaan dicapai dengan menyatakan dalam nilai uang besarnya input 
yang diperlukan untuk melaksanakan aktifitas yang direncanakan dalam periode anggaran. Sementara peranan 
anggaran dalam pengendalian dapat dicapai dengan mempersiapkan anggaran dengan cara yang dapat 
menunjukkan input dan sumber daya yang telah dialokasikan kepada individu atau departemen sehingga 
memungkinkan mereka untuk melakukan  tugas yang dibebankan kepada mereka. Organisasi sektor publik sering 
berhadapan dengan kurangnya pengukuran output yang sesuai, sehingga pengukuran efektivitas didasarkan pada 
input yang digunakan. Padahal, pengeluaran yang dialokasikan tersebut menunjukkan berapa jumlah dana 
maksimum yang dapat dikeluarkan untuk kegiatan ini, melainkan juga alokasi tersebut memberikan indikasi 
mengenai berapa level dari pemberian jasa. (Jalaluddin, Dafi Bahri, 2009) 
 Anggaran adalah alat perencanaan dan pengendalian yang sangat penting, sehingga proses penyusunan 
anggaran merupakan aspek penting dalam pencapaian keberhasilan dari suatu organisasi. Agar anggaran itu tepat 
sasaran dan sesuai dengan tujuan maka diperlukan kerjasama yang baik antara bawahan dan atasan, pegawai 
dan manajer dalam penyusunan anggaran yang dinamakan dengan partisipasi anggaran. Partisipasi anggaran 
melibatkan bawahan dalam proses penyusunannya, sehingga bawahan yang kinerjanya diukur berdasarkan 
anggaran akan termotivasi untuk mencapai kinerja sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam anggaran. 
Partisipasi dalam penyusunan anggaran merupakan pendekatan manajerial yang umumnya dinilai dapat 
meningkatkan kinerja manajerial. (Prihandini, 2011) 

Anggaran berbasis kinerja adalah sistem yang mencakup kegiatan penyusunan dan tolak ukur kinerja 
sebagai instrument untuk mencapai tujuan dan sasaran. (Mahmudi, 2010:158) 

Dalam meningkatkan kinerja organisasi tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. 
Banyak faktor yang turut menentukan suatu organisasi sukses dalam meningkatkan kinerja yaitu pengelolaan 
keuangan daerah, Pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kinerja menunjukan adanya akuntabilitas 
kinerja yang terdapat keterkaitan antara sasaran strategis yang ingin dicapai dengan jumlah dana yang 
dialokasikan maka dapat diasumsikan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik mempunyai pengaruh 
terhadap kinerja suatu instansi atau organisasi. Pengelolaan Keuangan yang baik akan menciptakan laporan 
keuangan yang baik pula, hal ini dapat mengindikasikan kinerja yang baik pula pada suatu instansi atau organisasi. 
(Rahmad Hidayat, 2015) 
 Berdasarkan uraian di atas serta penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka penulis tertarik  untuk  
melakukan  penelitian  dengan  judul:  “Pengaruh  Pengelolaan Keuangan Daerah  dan  Anggaran  Berbasis  
Kinerja  Terhadap  Kinerja Pemerintah Daerah”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 

1. Seberapa besar pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Pada SKPD 
Pemerintah Kabupaten Bandung. 

2. Seberapa besar pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah Pada SKPD 
Pemerintah Kabupaten Bandung. 
 

1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 
1.3.1  Maksud Penelitian 
 Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari kebenaran bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh 
terhadap kinerja pemerintah daerah, dan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap kinerja pemerintah 
daerah dengan mengumpulkan data yang akurat dan relevan dengan uji empiris, guna memecahkan masalah. 
1.3.2  Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah: 
1. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Pada 

SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung. 
2. Untuk mengetahui pengaruh anggaran berbasis kinerja daerah terhadap kinerja pemerintah daerah 

Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung. 
 

1.4  Kegunaan Penelitian 
1.4.1  Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta masukan yang berguna sebagai bahan 
pertimbangan di masa yang akan datang mengenai praktik pengelolaan keuangan daerah dan anggaran berbasis 
kinerja untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Bandung. 

 
1.4.2 Kegunaan Akademis 

Penulis berharap hasil penelitian dapat memberi manfaat dan selain itu mengembangkan ilmu, dimana 
teori yang telah ada diuji kembali dalam penelitian ini dapat memperkuat teori yang telah ada yaitu pengelolaan 
keuangan daerah dan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. 
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II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 
2.1 Kajian Pustaka 
2.1.1 Pengelolaan Keuangan Daerah 
 Menurut Muindro Renyowijoyo (2013:199) bahwa pengertian pengelolaan keuangan daerah merupakan 
Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan  keuangan Negara dan 
merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
2.1.2 Anggaran Berbasis Kinerja 
 Menurut  Indra  Bastian  (2010:202)  Anggaran   Berbasis   Kinerja   adalah  sistem penganggaran yang 
berorientasi pada  output  organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi,  serta  rencana  strategis  
organisasi.  Performance  budgeting  mengalokasikan  sumber  daya ke  program,  bukan  ke  unit  organisasi  
semata  dan  memakai  pengukuran  output  (output measurement).  
2.1.3 Kinerja Pemerintah Daerah 
 Menurut  Indra  Bastian  (2010:329)  bahwa  Kinerja  (performance)   adalah  gambaran  mengenai  tingkat  
pencapaian  pelaksanaan  suatu  kegiatan/program/kebijakan  dalam mewujudkan  sasaran,  tujuan,  misi,  dan  
visi  organisasi  yang  tertuang  dalam  strategic  planning suatu organisasi. 
 
2.2 Kerangka Pemikiran 
2.2.1 Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah 

Chabib Soleh dan Suripto (2011:4) menyatakan bahwa:  
“Kinerja pemerintah daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan 
mengenai tingkat pencapaian hasil, dikaitkan dengan misi dan visi organisasi, serta dampak positif dan 
negatif yang diakibatkan dari suatu kebijakan operasional yang telah diambil. Melalui informasi tersebut, 
selanjutnya dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas suatu kebijakan, 
menetapkan kegiatan/program utama, dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan sebagai umpan 
balik sebagai bahan untuk perencanaan, penentuan tingkat keberhasilan, serta untuk memutuskan suatu 
tindakan yang dinilai paling rasional dan menguntungkan. 

2.2.2 Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Pemerintah Daerah 

Menurut Deddi Nordiawan (2007), menyatakan bahwa: 
 
“Keuangan anggaran adalah sebagai alat penilaian kinerja, artinya anggaran merupakan suatu ukuran 
yang bisa menjadi patokan apakah suatu unit kerja telah memenuhi target, baik berupa terlaksananya 
aktifitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya”. 
 
 

2.3 Hipotesis 
Perumusan  hipotesis  penelitian  merupakan  langkah  ke  tiga  dalam  penelitian.  Setelah peneliti 
mengemukakan Landasan Teori dan Kerangka Pemikiran. Menurut Sugiyono (2013:99) menjelaskan tentang 
hipotesis sebagai berikut: 

“Hipotesis  merupakan  jawaban  sementara  terhadap  rumusan  masalahpenelitian,  dimana  rumusan  
penelitian  telah  dinyatakan  dalam  bentuk  kalimat pernyataan.Dikatakan sementara, karena jawaban 
yang diberikanbaru didasarkan  pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 
yang diperoleh  melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis  
terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik”. 

 Hipotesis merupakan jawaban  sementara yang diberikan penulis. Untuk menguji ada atau tidaknya  
hubungan  antara  pengelolaan keuangan  dan  anggaran  berbasis  kinerja  terhadap kinerja pemerintah daerah, 
maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut: 
H1: Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. 
H2: Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.  
 
 
 
 
II. Objek dan Metode Penelitian 
3.1 Objek Penelitian  
 Pengertian  objek  penelitian  yang  dikemukakan  oleh  Sugiyono  (2012:38),  menyatakan bahwa objek 
penelitian adalah sebagai berikut:  

“Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.  
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Dari pengertian diatas dapat  disimpulkan bahwa objek penelitian merupakan sasaran ilmiah dengan tujuan dan 
kegunaan tertentu untuk mendapatkan data tertentu. Pada penelitian ini yang menjadi  objek  penelitian  adalah  
Pengelolaan Keuangan Daerah,  Anggaran  Berbasis  Kinerja   dan Kinerja Pemerintah Daerah. 

 

3.2 Metode Penelitian 
 Metode  penelitian  merupakan  cara  penelitian  yang  digunakan  untuk  mendapatkan  data untuk 
mencapai tujuan tertentu. Metode penelitian menurut Sugiyono (2013:2) menyatakan bahwa: 

 “Metode  penelitian  pada  dasarnya  merupakan  carailmiah  untuk  mendapatkan  data yang  valid  
dengan   tujuan  dapat  ditemukan,  dibuktikan,  dan  dikembangkan  suatu pengetahuan sehingga pada 
gilirannya  dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah”. 

 Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode deskriptif dan verifikatif. Dengan menggunakan 
metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti  sehingga  menghasilkan  
kesimpulan.  Data  yang  dibutuhkan  adalah  data  yang  sesuai dengan  masalah-masalah  yang  ada  sesuai  
dengan  tujuan  penelitian,  sehingga  data  dapat dikumpulkan, dianalisis dan ditarik kesimpulan dengan teori-teori 
yang telah dipelajari. 

3.3 Desain Penelitian 
 Dalam melakukan suatu penelitian sangat perlu perencanaan dan perencanaan penelitian, agar  penelitian  
yang  dilakukan  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  sistimatis.  Menurut  Umi Narimawati (2010 : 30) desain 
penelitian adalah:  

 “Semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian”.  

 Dari pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa desain penelitian merupakan semua proses penelitian  
yang  dilakukan  penulis  dalam melakukan  penelitian mulai  dari  perencanaan  sampai dengan pelaksanaan 
penelitian yang dilakukan pada waktu tertentu. Dari pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa desain penelitian 
merupakan semua proses penelitian  yang  dilakukan  penulis  dalam melakukan  penelitian mulai  dari  
perencanaan  sampai dengan pelaksanaan penelitian yang dilakukan pada waktu tertentu. Menurut Sugiyono 
(2008:13) dapat disimpulkan proses penelitian kuantitatif meliputi:  

1. Sumber masalah  
2. Rumusan masalah  
3. Konsep dan teori yang relevan dan penemuan yang relevan  
4. Pengajuan hipotesis  
5. Metode penelitian  
6. Menyusun instrumen penelitian  
7. Kesimpulan 

 Berdasarkan proses penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka desain pada penelitian ini dijelaskan 
sebagai berikut:  

1. Sumber masalah  
 Membuat identifikasi masalah berdasarkan latar belakang penelitian sehingga mendapatkan judul sesuai 
 dengan masalah yang ditemukan. Identifikasi masalah diperoleh dari adanya fenomena yang terjadi di 
 masyarakat.  

 

 

2. Rumusan masalah  
Rumusan  masalah  merupakan  pertanyaan  yang  akan  dicari  jawabannya  melalui pengumpulan data. 
Proses penemuan masalah merupakan tahap penelitian yang paling sulit karena tujuan penelitian tidak 
dapat dilakukan dengan baik jika masalahnya tidak dirumuskan secara jelas. Adapun rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah :  

1) Seberapa  besar  pengeloln keuangan daerah    berpengaruh  terhadap kinerja pemerintah 
daerah di SKPD Kabupaten Bandung. 

2)  Seberapa  besar  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  berpengaruh  terhadap kinerja 
pemerintah daerah di SKPD Kabupaten Bandung. 

3. Konsep dan teori yang relevan dan penemuan yang relevan  
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Untuk  menjawab  rumusan  masalah  yang  sifatnya  sementara  (berhipotesis),  maka  peneliti mengkaji  
teori-teori  yang  relevan  dengan  masalah.  Selain  itu  penemuan  penelitian sebelumnya  yang  relevan  
juga  digunakan  sebagai  bahan  untuk memberikan  jawaban sementara terhadap masalah penelitian 
(hipotesis). Telaah teoritis mempunyai tujuan untuk menyusun kerangka teoritis yang menjadi dasar untuk 
menjawab masalah atau pertanyaan penelitian  yang  merupakan  tahap  penelitian  dengan  menguji  
terpenuhinya  kriteria pengetahuan yang rasional. 

4. Pengajuan hipotesis  
Jawaban  terhadap  rumusan  masalah  yang  baru  didasarkan  pada  teori  dan didukung  oleh penelitian  
yang  relevan,  tetapi  belum  ada  pembuktian  secara  empiris  (faktual).  Berikut hipotesa yang 
dirumuskan peneliti: 

H1: Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. 
H2: Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.  

 
5. Metode penelitian  

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode deskriptif dan verifikatif. Dengan menggunakan  
metode  penelitian  akan  diketahui  hubungan  yang  signifikan  antara  variabel yang  diteliti  sehingga  
menghasilkan  kesimpulan.  Data  yang  dibutuhkan  adalah  data  yang sesuai dengan masalah-masalah 
yang  ada  sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga data dapat dikumpulkan, dianalisis dan ditarik 
kesimpulan dengan teori-teori yang telah dipelajari. 

6. Menyusun instrumen penelitian  
Setelah  metode  penelitian  yang  sesuai  dipilih,  maka  peneliti  dapat  menyusun  instrumen penelitian. 
Instrumen ini digunakan sebagai alat pengumpul data. Instrumen pada penelitian ini  berbentuk  kuesioner,  
untuk  pedoman  wawancara  atau  observasi.  Sebelum  instrumen digunakan  untuk  pengumpulan  data,  
maka  instrumen  penelitian  harus  terlebih  dulu  diuji validitas dan reabilitasnya. Dimana validitas 
digunakan untuk mengukur kemampuan sebuah alat ukur dan reabilitas digunakan untuk mengukur sejauh 
mana pengukuran tersebut dapat dipercaya.  Setalah  data  terkumpul  maka  selanjutnya  dianalisis  untuk  
menjawab  rumusan masalah  dan  menguji  hipotesis  yang  diajukan  dengan  teknik  statistik  tertentu.  
Selanjutnya peneliti menganalisis dan mengambil sampel untuk melakukan penelitian mengenai: 

a. Untuk  menganalisis  pengaruh  pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. 
b. Untuk menganalisis pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah. 

 
7. Kesimpulan  

Kesimpulan adalah langkah terakhir dari suatu periode penelitian yang  berupa jawaban atas rumusan  
masalah.  Dengan  menekankan  pada  pemecahan  masalah  berupa  informasi mengenai  solusi  
masalah  berupa  informasi  mengenai  solusi  masalah  yang  bermanfaat sebagai dasar untuk pembuatan 
keputusan. 

3.4 Operasionalisasi Variabel 
 Operasionalisasi variabel menurut Nur Indriantoro (2002) dalam Umi Narimawati (2010:31) adalah sebagai 
berikut: 

 “Penentuan  construct  sehingga  menjadi  variable  yang  dapat  diukur.  Defenisi operasional  
menjelaskan   cara  tertentu  dapat  digunakan  peneliti  dalam mengoperasionalisasikan  construct,  sehingga  
 memungkinkan  bagi   peneliti  yang lain  untuk  melakukan  replikasi  pengujuran  dengan  cara  yang  
sama   atau mengembangkan cara pengukuran construct yang lebih baik”. 

 Operasional variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabelvariabel yang 
terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar 
sesuai dengan judul penelitian. 

Variabel dalam konteks penelitian menurut Sugiyono (2013:63) adalah: 

 “Variabel  penelitian  pada  dasarnya  adalah  segala  sesuatu  yang  berbentuk   apa saja  yang  
ditetapkan   oleh  peneliti  untuk  dipelajari  sehingga  diperoleh   informasi tentang hal tersebut,kemudian 
ditarik  kesimpulannya”. 

 Berdasarkan  judul  penelitian  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  maka  variabel-variabel yang akan 
diukur dalam penelitian ini adalah: 
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1)  Variabel bebas (Independent) 

 Menurut Sugiyono (2013:64) menjelaskan bahwa: 

 “Variabel  bebas  adalah  variabel  yang  akan  mempengaruhi  atau  yang   menjadi sebab 
 perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)”. 

 Variabel  independent  pada  penelitian  ini  adalah  Pengelolaan Keuangan  Daerah  (X1)  dan 

Anggaran Berbasis Kinerja (X2). 

2)  Variabel terikat (dependent) 

 Menurut Sugiyono (2013:64) menjelaskan bahwa: 

 “Variabel  terikat  adalah  variabel  yang  dipengaruhi  atau  yang  menjadi   akibat karena adanya 
 variabel bebas”. 

 Variabel dependent dalam hal ini adalah Kinerja Pemerintah Daerah (Y). 

3.5 Sumber Data 
 Sumber  data  dapat  dibagi  dua  yaitu  sumber  data  primer  dan  sumber  data  sekunder. Menurut  
Sugiyono  (2013:136)  mendefinisikan  sumber  data  primer  dan  sumber  data  sekunder adalah sebagai berikut: 

 “Sumber  primer  adalah  sumber  data  yang  langsung  memberikan  data   kepada pengumpul  data,  
 sedangkan  sumber  data  sekunder  adalah  sumber   yang  tidak langsung memberikan data kepada 
 pengumpul data, misalkan dari  pihak lain atau lewat dokumen”. 

 Berdasarkan penjelasan diatas, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, 
karena peneliti mengumpulkan sendiri data-data yang dibutuhkan yang bersumber langsung  dari  objek  pertama  
yang  akan  diteliti  dengan  menyebarkan  kuesioner.  Data  primer dalam penelitian ini adalah hasil jawaban 
kuesioner yang telah diisi oleh responden. Responden dalam penelitian ini adalah 28 SKPD Kabupaten Bandung. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dengan  dua  cara,  yaitu Penelitian 
Lapangan (Field Research) dan studi kepustakaan  (Library Reseach).  Pengumpulan data primer dan sekunder 

dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1)  Penelitian lapangan (Field Research) 

a)  Kuesioner 

 Menurut Umi Narimawati (2010:40) sebagai berikut: 

 “Kuesioner  merupakan  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan   cara Litera seperangkat 
 pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden  untuk kemudian dijawabnya”. 

 Adapun  kuesioner  dilakukan  kepada  Sub  Bagian  Perencanaan Anggaran pada setiap SKPD 
Kabupaten Bandung. 

b)  Penelitian kepustakaan (Library Research)  

Penelitian  ini  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan  atau  studi  Literature  dengan  cara mempelajari, meneliti, 
mengkaji serta menelah Literature berupa buku-buku (text book), peraturan perundang-undangan, majalah, surat 
kabar, artikel, situs web dan penelitianpenelitian  sebelumnya  yang  memiliki  hubungan  dengan  masalah  yang  
diteliti.  Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin teori yang diharapkanakan  dapat  
menunjang  data  yang  dikumpulkan  dan pengolahannya  lebih  lanjut  dalam penelitian ini. 

3.7 Populasi dan Penarikan Sample 
 Untuk  menunjang  hasil  penelitian,  maka  peneliti  melakukan  pengelompokan  data  yang diperlukan 
kedalam dua golongan, yaitu: 

1)  Populasi 

Pengertian populasi menurut Umi Narimawati (2008:161) adalah sebagai berikut: 
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 “Populasi  adalah  objek  atau  subjek  yang  memiliki  karakteristik  tertentu   sesuai informasi yang 
 ditetapkan oleh peneliti, sebagai unit analisis  penelitian”. 

 Unit analisis  dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabuapten Bandung 
sebanyak 28 SKPD. Unit observasi dalam penelitian ini adalah Sub Bagian Perencanaan Anggaran SKPD 
Kabupaten Bandung yang berjumlah 28 orang. 

2)  Sample 

Pengertian sampel menurut Umi Narimawati (2010:38) adalah sebagai berikut:  

 “Sampel  adalah  sebagian  dari  populasi  yang  terpilih  untuk  menjadi  unit pengamatan dalam 
 penelitian”. 

 Dalam penelitian ini penulis melakukan penarikan sampel dengan menggunakan teknik sampling jenuh. 

Menurut Sugiyono (2011:126) mengatakan bahwa : 

 “Sampling  jenuh  adalah  teknik  penentuan  sampel  bila  semua  anggota  populasi  yang digunakan 
 sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil”. 

 Berdasarkan penjelasan di  atas, maka yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah Satuan Kerja 
Pemerintah Daerah (SKPD) Kabuapten Bandung sebanyak 28 SKPD. Unit observasi dalam penelitian ini adalah 
Sub Bagian Perencanaan Anggaran SKPD Kabupaten Bandung yang berjumlah 28 orang. 

3.8 Pengujian Hipotesis 
 Hipotesis merupakan pernyataan mengenai populasi yang perlu diuji kebenarannya. Untuk melakukan 
pengujian dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi, cara ini telah mudah dibandingkan dengan 
menghitung seluruh anggota populasi. Setelah mendapatkan hasil statistik dari sampel, maka hasil tersebut dapat 
digunakan untuk menguji pernyataan populasi, apakah bukti  empiris  dari  sampel  mendukung  atau  menolak  
pernyataan  mengenai  populasi.  Seluruh proses tersebut dikenal dengan pengujian hipotesis. 

Menurut Suharyadi dan Purwanto S.K (2009:112) pengujian hipotesis didefinisikan sebagai berikut: 

 “Pengujian  hipotesis  adalah  prosedur  yang  didasarkan  pada  bukti  sampel   yang dipakai untuk 
menentukan  apakah  hipotesis  merupakan  suatu   pernyataan  yang wajar  dan  oleh  karenanya  
tidak  ditolak,  atau  hipotesis   tersebut  tidak  wajar  dan oleh karenanya harus ditolak”. 

 Terdapat  dua  hipotesis  dalam  penelitian  ini.  Kedua  hipotesis  ini  diuji  dengan  statistik  uji t dengan 
ketentuan H0 ditolak jika thitung lebih besar dari nilai kritis untuk α = 0,05 sebesar 1,960. 

1)  Hipotesis 1 

 Hipotesis  pertama  adalah  pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah, 
Persamaan model struktural: 

     

 

2)  Hipotesis 2 

Hipotesis kedua  adalah Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Persamaan model 
structural: 

 

 

 

Untuk menguji hipotesis kedua dilakukan melalui uji hipotesis statistik sebagai berikut: 
Ho : γ = 0 : Pengaruh ξ2 terhadap η tidak signifikan 
H1 : γ ≠ 0 : Pengaruh ξ2 terhadap η signifikan 
 
 

η = β ξ 1 +  

 

η =  γξ2+  
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Statistik uji yang digunakan adalah: 
 

 
 
 
 
Tolak Ho jika thitung> ttabel pada taraf signifikan. Dimana ttabel untuk α = 0,05 sebesar 1,960. 
 
 

1) Menggambarkan Daerah Penerimaan dan Penolakan 
Untuk menggambarkan daerah penerimaan dan penolakan terhadap sebuah hipotesis dapat digambarkan 

dengan uji dua pihak daerah penerimaan dan penolakan hipotesis.  
 

Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis 
 

 
 
 
 
 

 
 

Sumber : Sugiyono dalam Umi Narimawati (2010:54) 
Gambar 3.1 

Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis 
 

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Analisis Deskriptif 

1. Pengelolaan Keuangan Daerah 
 Pengelolaan Keuangan Daerah yang diukur dengan menggunakan 5 indikator yang dioperasionalisasikan 
ke dalam 5 pernyataan. Dari hasil penelitian terlihat bahwa nilai persentase tertinggi yang diperoleh sebesar 
67,86% berkenaan dengan transparansi dan value of money, sedangkan nilai persentase terendah yang diperoleh 
sebesar 63,57% mengenai akuntabilitas. Secara keseluruhan, dari variabel tersebut diketahui bahwa nilai 
persentase yang diperoleh sebesar 65,71%.  

2. Anggaran Berbasis Kinerja 
 Anggaran Berbasis Kinerja yang diukur dengan menggunakan 8 indikator yang dioperasionalisasikan ke 
dalam 8 pernyataan. Dari hasil penelitian terlihat bahwa nilai persentase tertinggi yang diperoleh sebesar 67,14% 
berkenaan dengan penyusunan program, pelaporan kerja, evaluasi kinerja dan umpan balik, sedangkan nilai 
persentase terendah yang diperoleh sebesar 65% mengenai perumusan strategi. Secara keseluruhan, dari 
variabel tersebut diketahui bahwa nilai persentase yang diperoleh sebesar 66,3. 

3. Kinerja Pemerintah Daerah 
 Kinerja Pemerintah Daerah yang diukur dengan menggunakan 3 indikator yang dioperasionalisasikan ke 
dalam 3 pernyataan. Dari hasil penelitian terlihat bahwa nilai persentase tertinggi yang diperoleh sebesar 67,86% 
berkenaan dengan ekonomis, sedangkan nilai persentase terendah yang diperoleh sebesar 65% mengenai 
efisiensi. Secara keseluruhan, dari variabel tersebut diketahui bahwa nilai persentase yang diperoleh sebesar 
66,7%.  

4.1.2 Analisis Verifikatif 
Analisis  verifikatif  digunakan  untuk  menguji  hipotesis  berdasarkan  hasil  perhitungan statistik. Hipotesis 

konseptual yang diajukan adalah adanya pengaruh dari pengelolaan keuangan daerah dan anggaran berbasis 
kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah. Metode  statistika  yang  digunakan  untuk  menguji  hipotesis  
tersebut  adalah  structural  equation modelling (SEM) dengan pendekatan Partial Least Square (PLS). 

Dalam  structural  equation  modeling  ada  dua  jenis  model  yang  terbentuk,  yakni  model pengukuran  
(outer  model)  serta  model  struktural  (inner  model).  Outer  model  ini  menjelaskan proporsi varians setiap 
variabel manifest (indikator) yang dapat dijelaskan dalam variabel laten. Melalui  outer  model  akan  diketahui  
indikator  mana  saja  yang  dominan  dalam  pembentukkan variabel  laten.  Setelah  model  pengukuran  pada  

𝑡 =
λ

𝑆𝐸(λ)
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setiap  variabel  laten  diuraikan,  selanjutnya diuraikan  model  struktural  yang  akan  mengkaji  pengaruh  dari  
masing-masing  variabel  laten eksogen terhadap variabel laten endogen. 

1. Koefisien Korelasi  
a. Koefisien  korelasi  yang  diperoleh  antara  pengelolaan keuangan daerah  dengan  kinerja 

pemerintah daerah  adalah  sebesar  0,384  dan termasuk ke dalam kriteria korelasi cukup dengan 
arah positif. Artinya pengelolaan keuangan daerah yang cukup baik akan diikuti dengan kinerja 
pemerintah daerah yang cukup baik pula. Nilai thitung  yang diperoleh adalah sebesar 3,616 lebih 
besar  dari nilai tkritis  1,96. Dengan demikian  dapat  disimpulkan  adanya  hubungan  positif  dan  
signifikan  antara pengelolaan keiangan daerah dengan kinerja pemerintah daerah. 

b. Koefisien  korelasi  yang  diperoleh  antara  anggaran berbasis kinerja  dengan  kinerja pemerintah 
daerah  adalah  sebesar  0,587  dan termasuk ke dalam kriteria korelasi cukup dengan arah positif. 
Artinya anggaran berbasis kinerja yang cukup baik akan diikuti dengan kinerja pemerintah daerah 
yang cukup baik pula. Nilai thitung  yang diperoleh adalah sebesar 7,679 lebih besar  dari nilai tkritis  
1,96. Dengan demikian  dapat  disimpulkan  adanya  hubungan  positif  dan  signifikan  antara 
anggaran berbasis kinerja dengan kinerja pemerintah daerah. 
 

2. Koefisien Determinasi 
a. Nilai koefisien determinasi (R

2
) pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah 

sebesar 13,6% dan termasuk ke dalam kriteria determinasi tinggi. Artinya kontribusi pengelolaan 
keuangan daerah sebesar 13,6% terhadap kinerja pemerintah daerah, sisanya sebesar 86,4%, 
tetapi 33,4% diantaranya dipengaruhi oleh variabel 𝑋2 yaitu anggaran berbasis kinerja dan sisanya 
sebesar 53% dipengaruhi faktor-faktor lain yang tidak diteliti. 

b. Nilai koefisien determinasi (R
2
) anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah 

sebesar 33,4% dan termasuk ke dalam kriteria determinasi tinggi. Artinya kontribusi anggaran 
berbasis kinerja sebesar 33,4% terhadap kinerja pemerintah daerah, sisanya sebesar 66,6% tetapi 
13,6% diantaranya dipengaruhi oleh variabel 𝑋1 yaitu sistem akuntansi keuangan daerah dan 
sisanya sebesar 53% dipengaruhi faktor-faktor lain yang tidak diteliti. 

 
4.2 Pembahasan 
4.2.1  Pengaruh  Pengelolaan Keuangan Daerah  Terhadap  Kinerja Pemerintah Daerah 

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai thitung sebesar 3,616 lebih besar dari ttabel (1,960) yang 
menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 1 signifikan. Artinya pengelolaan keuangan daerah 
berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bandung. 

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, pengelolaan keuangan daerah berpengaruh sebesar 13,6% 
terhadap kinerja pemerintah daerah  dengan nilai korelasi sebesar 0,384 yang berarti pengelolaan keuangan 
daerah memberikan pengaruh yang rendah dengan arah hubungan yang positif terhadap kinerja pemerintah 
daerah pada SKPD Kabupaten Bandung. Arah hubungan positif pengelolaan keuangan daerah dengan kinerja 
pemerintah daerah menunjukan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik akan diikuti dengan 
kinerja pemerintah daerah yang baik pula. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pengelolaan keuangan 
daerah memberikan pengaruh sebesar 13,6% terhadap kinerja pemerintah daerah, sedangkan sisanya 86.4% 
dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. 

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap 
kinerja pemerintah daerah, di mana pengelolaan keuangan daerah yang baik akan meningkatkan kinerja 
pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Bandung 

Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah 
berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, menurut Chabib Soleh dan Suripto (2011:4) menyatakan bahwa 
Kinerja pemerintah daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan mengenai 
tingkat pencapaian hasil, dikaitkan dengan misi dan visi organisasi, serta dampak positif dan negatif yang 
diakibatkan dari suatu kebijakan operasional yang telah diambil. Melalui informasi tersebut, selanjutnya dapat 
diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas suatu kebijakan, menetapkan 
kegiatan/program utama, dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan sebagai umpan balik sebagai bahan 
untuk perencanaan, penentuan tingkat keberhasilan, serta untuk memutuskan suatu tindakan yang dinilai paling 
rasional dan menguntungkan. 

Dan hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ismail Molamahu (2015) 
tentang pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja 
pemerintah daerah, hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pengelolaan  Keuangan  Daerah berpengaruh  positif  
dan  signifikan  terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah. 

 
4.2.2  Pengaruh  Anggaran  Berbasis  Kinerja  Terhadap  Kinerja Pemerintah Daerah 

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai thitung sebesar 7,679 lebih besar dari ttabel (1,960) yang 
menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 2 signifikan. Artinya anggararan berbasis kinerja 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bandung. 
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Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, anggaran berbasis kinerja berpengaruh sebesar 33,4% terhadap 
kinerja pemerintah daerah  dengan nilai korelasi sebesar 0,587 yang berarti anggaran berbasis kinerja 
memberikan pengaruh yang sedang/cukup dengan arah hubungan yang positif terhadap kinerja pemerintah 
daerah pada SKPD Kabupaten Bandung. Arah hubungan positif anggaran berbasis kinerja dengan kinerja 
pemerintah daerah menunjukan bahwa anggaran berbasis kinerja yang semakin baik akan diikuti dengan kinerja 
pemerintah daerah yang baik pula. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa anggaran berbasis kinerja 
memberikan pengaruh sebesar 33,4% terhadap kinerja pemerintah daerah, sedangkan sisanya 66.6% dipengaruhi 
oleh faktor lain yang tidak diteliti. 

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap 
kinerja pemerintah daerah, di mana anggaran berbasis kinerja yang baik akan meningkatkan kinerja pemerintah 
daerah. Hal ini didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012:59) 
yang menyatakan bahwa Anggaran berbasis kinerja memiliki pengaruh yang baik bagi kinerja pemerintah daerah, 
antara lain adanya pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan, merangsang partisipasi dan 
memotivasi unit kerja, pengalokasian dana secara optimal dengan didasarkan efesiensi unit kerja, dan 
menghindari pemborosan.  

Hasil dari penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rico Ales Sandra, dkk 
(2014) dan menurut Nur Laila Yuliani (2014). Menurut Rico Ales Sandra, dkk (2014) tentang pengaruh anggaran 
berbasis kinerja, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, dan 
penerapan good goverment tehadap penilaian satuan kerja perangkat daerah bahwa anggaran berbasis kinerja 
berpengaruh terhadap penilaian kinerja SKPD dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap 
penilaian kinerja SKPD. Sedangkan menurut Nur Laila Yuliani (2014), menyatakantentang pengaruh sistem 
informasi pengelolaan keuangan daerah dan penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah 
daerah akuntabilitas publik bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. 

 
V. Kesimpulan dan Saran 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka 
penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara parsial, pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada 
SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung dengan kontribusi yang diberikan sebesar 13,6%. Arah 
hubungannya positif, yang berarti semakin baik pengelolaan keuangan daerah dalam hal akuntabilitas, 
kejujuran, transparansi, pengendalian dan value for money akan berdampak pada baiknya kinerja 
pemerintah daerah. Pada kenyataannya di lapangan masih ada beberapa masalah pada pengelolaan 
keuangan daerah seperti permasalahan pada kurang baiknya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 
yang terjadi pada pemerintah daerah Kabupaten Bandung. 

2. Secara parsial, anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada SKPD 
Pemerintah Kabupaten Bandung dengan kontribusi yang diberikan sebesar 33,4% dengan arah hubungan 
yang positif, yang berarti semakin baiknya anggaran berbasis kinerja dari tahapan perumusan strategi 
sampai ke feddback akan berdampak baik pada kinerja pemerintah daerah.  Dalam pelaksanaannya di 
lapangan ada beberapa permasalahan mengenai variabel ini, seperti: 

a. Perumusan strategi yang kurang maksimal 
b. Pemerintah daerah tidak memiliki perencanaan yang matang dalam mengelola anggaran. Akibatnya, 

banyak dana yang seharusnya dibelanjakan untuk kepentingan publik tidak tersalurkan. 
5.2 Saran 

1. Untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah, harus lebih teliti dalam pencatatan transaksi 
keuangan agar semua tercatat dengan baik dan benar. Serta yang paling harus ditekankan menurut 
peneliti adalah akuntabilitas dan transparansinya, karena dengan pemerintah daerah memperbaiki 
atau lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, masyarakat 
atau pihak lain dapat mengawasi pengelolaan keuangan daerah. 

2. Untuk meningkatkan anggaran berbasis kinerja di pemerintah daerah menurut peneliti, Pemerintah 
Daerah Kabupaten Bandung harus melakukan pengawasan penuh pada tahap penyusunan anggaran 
berbasis kinerja setiap SKPD. Selanjutnya untuk pengguna anggaran harus lebih bisa 
mempertanggungjawabkan anggaran tersebut dengan membuat laporan pertanggungjawaban, 
pencapaian kegiatan, dan tujuan yang efektif dan efesien. 
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